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ABSTRAK 

Lidahi tanahi yang munculi akibat fenomena alam sering kali terjadi di indonesia dan sudah banyak 

ditemui didaerah-daerah indonesia. Karena itu pemerintah menetapkan perundang-undangan mengenai hal 

tersebut, karena dikhawatirkan suatu saat nanti menimbulkan sengketa bagi yang menempatinya penelitian ini 

membahas tentang lidah tanah (aanslibing) terutama hukum yang menyangkut tentang hak atas lidah tanah. 

Hal-hal yang mengenai bagaimana langkah-langkah masyarakat agar mendapatkan hak atas lidah tanah 

secarah sah sesuai Undang-Undang dan hukum yang berlakui di Indonesia. Dan juga mengenai aspek-aspek 

yang dapat mempengaruhi diberikannya perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas lidah tanah 

(aanslibbing). Di dalam pembahasan ini dijelaskan secara rinci langkah-langkah agar pemilik yang sudah lama 

menetap dapat menguasainya secara sah dan mempunyai bukti seperti diterbitkannya sertipikatnya dan juga 

aspek-aspek yang dapat mempengaruhi diberikannya perlindungan hukum terhadap yang menguasai tanah 

tersebut. Berdasarkan analisis maka penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain 1. Dari ketentuan tersebut 

di atas dapat dilihat bahwa kantor pertanahan kabupaten ataupun kota dapat melakukan pengaturan mengenai 

pendaftaran tanah terutama lidah tanah (aanslibing) dengan adanya pelimpahan wewenang oleh pemerintah 

pusat dengan memperhatikan peraturan pemerintah daerah. Dalam pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan “pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakai atas permintaan pihak yang 

berkepentingan”. Pihak yang berkepentingan dalam ayat ini adalah pihak yang berhak atas bidang tanah yang 

bersangkutan atau kuasanya. 2. Aspek prioritas atau hak prioritas dalam menguasai tanah dengan cara 

pendaftaran tanah ini sangat penting karena agar pemerintah dapat lebih tepat memberikan hak milik. Menurut 

UUPA Hak prioritas pada lidah tanah ini seharusnya digunakan atau dimanfaatkan oleh penduduk asli yang 

sejak awalnya sudah terlebih dahulu berdomisili di wilayah tersebut sehingga tidak membuka kesempatan bagi 

warga yang berasal dari domisili lain untuk memanfaatkan tanah tersebut guna untuk menjamin kepastian 

hukum dan hak-hak atas tanah dan juga perlindungan hukum terhadap yang menguasai lidah tanah saat ini. 

 

ABSTRACT 

Aansibling that came out as a result of nature is often happen in indonesia and found out at more specific 

places in indonesia. As a response, indonesian government estabilish laws about this aansbiling, because 

government may think that someday would cause dispute for anyone who claims it. This research discuss about 

aansbiling especially the law and legal action. It also explain and giving people the step if want to claim the 

ownership of this aansbiling refer to the indonesian law. Also, this research would be explain the aspect that 

would influencing a protect action that should be given to the owner. In this discussion, writer would explain 

the step for the owner or someone who's live on that land could owning it legally and having a proven legal 

action such as sertificate and also the aspect to protect the owner. The writer analize and summarize a few 

things, 1. From that certainty could be seen that a city land affairs office can make a new arrangement about a 

land registration especially aansbiling with the central government authority with also pay some attention about 
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the province government rule. In article 13 verse 4, government rule number 24, 1997 writen that "a registration 

of land sporadically can be make by the party who has importance of it". The impotance party explained as a 

party who legally have the right on the land. 2. Priority aspect about owning the land is very important because 

also help government to giving the right ownership to certain party. Refer to uupa priority right on this 

aansbiling should be used by the local villain who lives there longer than anyone outer that region so it didnt 

give any chance to the foreigner to used that land as an action to law certainty, the right of the land, and a law 

protection to the owner of the aansbiling 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

Kata Kunci : Lidah tanah, Aanslibbing, hak atas tanah, Perlindungan hukum 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tanahi memiliki peranani yang sangat ipenting dan sangat erat hubungannyai dengan manusia 

dan/ bagi isemua mahuk ihidup yang iada di bumi karena iselain tempat ipijakan, tanah ijuga sebagai 

penopang iakar. Manusia ihidup serta imelakukan aktivitas diaatas tanah isehingga setiap isaat 

manusia iselalu berhubungan idengan tanahi dapat dikatakan ihampir semua ikegiatan hidup manusia 

ibaik secara langsung maupun itidak langsung iselalu memerlukan itanah. Kebutuhan manusia iakan 

tanah semakin imeningkat idikarenakan kegiatan ipembangunan dan ipertumbuhan penduduk iyang 

semakin imeningkat yang tidak idiimbangi dengan persediaan itanah yang iterbatas.  

Tanahimerupakan obyek ihukum yang sangat dibutuhkan ioleh manusia, karena itanpa tanah 

manusia tidak iakan pernah bisa ihidup. Hal ini disebabkan ibahwa tanah isebagai tempat iberpijak 

bagi isemua umat imanusia dan sekaligus isebagai tempat keberlangsungan ihidup mausia, mulai sejak 

ilahir sampai manusia imeninggal pun membutuhkan itanah, sesuaiidengan hukum ikodrat alami dan 

hukum Allah, bahwa imanusia diciptakan ioleh Allah berasal dari debu idan tanah. Maka oleh ikarena 

itu tanah iadalah merupakan bagian ihidup manusia. Disampingi tanah imerupakan kebutuhan ihidup 

manusiai dan ibagian hidup imanusia, tanahi juga sebagai sentral ipembangunan yang imempunyai 

nilai sentral ipembangunan yang imempunyai nilai ekonomii dan ibisnis.  

Hal imana dapat ikita pahami bahwa pembangunani memerlukan tanahibaik untuk usaha 

imaupun investasii jangka ipendek, menengah maupun jangka ipanjang. Oleh karena iitu isejalan 

idengan konstitusi ibangsa iindonesia yaitu terdapati dalami UUD 1945, Pasali 27 ayati (2), menentukani 

yaitu: “setiap iwarga negara iberhak mencari pekerjaan dan penghidupani yang ilayak bagi usaha 

kemanusiaan. Dengan idemikian cukup wajar idan adil apabila iipemerintah juga memberi iperhatian 

yang iproposional terhadapi pelaksanaan isertifikasi tanah-tanahi hak isebagai proteksii bagi irakyat 

para pemiliki tanah guna mendukung ikehidupan ekonominya imelalui iprogram-program 

ipensertipikatan secara imassali seperti ipendaftaran itanahi cara sistematiki dan proyek ajudikasii yang 

lebih efektifi lagi tampaki lesu. i 

Dalami ruang lingkup agraria itanah merupakan begiani dari bumi, yang disebut ipermukaan 

bumi, bagian yang iterdapat pada ikerak bumi yang itersusun atas minerali dan bahan iorganik. iTanah 

merupakani salah satu ipenunjang yang imembantu ikehidupan semua imahluk hidupi yang iada di 

bumi. Padai hakekatnya manusiai memilikii kebutuhani primeri yang iterdiri dari isandang, pangan, 
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dan papan. Tanah imerupakan salah isatu kebutuhan primer imanusia yang imasuk pada golongani 

papani atau itempat itinggal imanusia. Tanahi sebagaii karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakani 

sumberi dayai alami yangi sangati diperlukani manusiai untuki mencukupii ikebutuhan. Selain itu itanah 

juga menjadii faktori pendukungi utama dakami kehidupani dan kesejahteraani masyarakat 

diimanapun tidaki lain negarai Indonesia.1 

Namuni dalami Pasali 1 ayati (2) menentukan: seluruhi bumii air dan ruangi angkasa, termasuk 

kekayaani alami yang terkandungi didalamnyai dalami wilayahi republici Indonesia, sebagaii ikarunia 

tuhan yangi maha esa adalahi bumi, air dan ruaang angkasa bangsai indonesiai dan imerupakan 

kekayaani nasional. Seluruhi bumi, air dan iruang iangkasai termasuki kekayaani alam iyang 

terkandungi didalamnya, kesemuanyai merupakani satui kesatuan. Dengan demikiani makai ruang 

lingkupi agrariani menuruti Undang-Undangi Pokoki Agrariai (UUPA)  adalahi meliputii air, ruangi 

angkasa, dani kekayaani alami yangi terkandungi didalamnya.  

Pengertiani bumii yang disebuti tanahi, menuruti ketentuani Pasali 1 ayati (4) juntoi PasalI 4 ayatI (1) 

UUPAI adalahi pembukaani bumii dan tubuhi bumii dibawahnyai serta iyangi beradai dibawahi air. 

Pengertian tanahi meliputii permukaani bumii yangi ada didaratani dan permukaani bumii yangi 

beradai dibawahi air itermasuki air ilaut.2  

Kemudiani aturan tentang ketentuani khusus pertanahani yang diatur dalam iUUPA. Seperti 

peraturani dasar, UUPAi hanyai aturani mengenai iasas-asas atau imasalah-masalah pokoki dalam garis 

besarnya berupa hukumi pertanahan inasional. UUPAi merupakan iimplementasi dari Pasali 33 ayatI 

(3) UUDi 1945 yang memberi ilandasan bahwa ibumiI, air serta ikekayaan alam yang iterkandung 

diidalamnyai dan dikuasai negara dan idipergunakan untuk isebesar-besarnya untuk ikemakmuran 

rakyat sebagaimanai tercantumi dalam Pasali 2 UUPAi mengenai ihak imenguasai dari iNegaraI.  

Hak menguasaiidari Negaraitersebut di atas pelaksanaannyaidapat dikuasaknikepada daerah-

daerah Swantantra dan masyarakat-masyarakat hukumiadat, sekedaridiperlukan dan tidak 

bertentanganidengan kepentingannnasional, menurut ketentuan-ketentuan PeraturaniPemerintah. 

Makna haklmenguasai negaranmengandungppengertianssebagaiituntutan atasshak kolektiffatau hak 

bersama dalamipemanfaatan tanahhbagi perseorangan, masyarakatnmaupun negarauuntuk 

mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuranirakyat. Sehingga manakalannegara untukkkepentingan 

umum tidakkmembutuhkan tanahiitu, masyarakattbahkan wajibbmemanfaatkan tanahttersebut.3  

Haki miliki dalami suatu sistem ihukum merupakan sendi pokok yang akan imenentukan 

keseluruhani sistem tersebut. Warna dari isistem hukum iyang bersangkutani untuk sebagiani besar 

adalah ibagaimana pengaturani tentang ihak miliknya. Bidang ikeagrariaan dapat idijadikan pedoman 

alam pembahasan itentang hak miliki yang ipengaturannya dapat dijumpai secara itegas dan ijelas 

dalam iUUPA. Hal ini disebabkan ikarena disamping itanah merupakan salah isatu modal idasar 

pembangunan inasional juga merupakani obyek ihukum yang paling ivital dan kebutuhan ihidup yang 

paling iprimer bagi setiap iorang dimana isaja dan kapan isaja. Nah sehinggai akibatnyai hak miliki 

yang idiatur dalam ibidang keagrariaani merupakan hak milik yang paling ketat, dalam arti paling 

                                                           
1
Soejono dan Abdurrahman,Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik Sewa Guna dan  Hak Guna Bangunan, 

Jakarta:Rineka Cipta, 1998.  h.1 
2
 H.M. Arba, Hukum agrarian Indonesia, Sinar grafika. Jakarta timur. 2017. h.2-3 

3
Winahyu Erwiningsih, Hak menguasai negara atas tanah, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2009, h. 104 
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berat persyaratannyai bila dibandingkan idengan persyaratan yang iharus dipenuhi oleh para 

pemegang ihak milik idalam bidang-bidang kehidupan iyang lain. ii 

Permasalahannmengenai pemanfaatanntanah yang dilakukanooleh wargaamasyarakat salah 

satunyaimuncul karenaiadanya lidahitanah (tanah timbul), dimana menuruttwarga masyarakatttanah 

tersebuttmerupakan tanah yanggtidak berhak atau tanah yanggtidak bertuan, sehinggaamasyarakat 

dapattdengan bebassmenggunakan tanahttersebut. “lidah tanah” tersebuttmerupakan TanahtNegara 

yang belumddibebani hak, walaupun sudahhterdapat pemanfaatan “lidahI tanahI” olehomasyarakat 

untuk kegiatannpertanian maupunnjasa. “lidahI tanahI” banyakimuncul di kawasan-kawasan pantai 

yang berdekatanndengan muaraasungai besar. 

LidahI tanahI bisa munculI dikarenakan berbagaiI sebab di antaranyaI karena airI sungai banyakI 

membawa lumpurI sejak dari hulu. Maka di sekitarI muara menjadiI mengendapI dan pada gilirannyaI 

menjadi “lidahI tanahI” dan juga karena pendangkalanI air lautyang berujungI terhadap terbentuknyaI 

daratanI baru karena endapanI lumpur yang tersedimentasiI selama bertahun-tahun di tepi pantai. 

SehinggaI tidak heranI jika munculnyaI “lidahI tanahI” tersebutI seringI menjadiI pemicu sengketaI 

antar wargaI yang ingin mengincarI dan ingin memilikiI tanahI tersebut.4 

BanyaknyaI tanahI di IndonesiaI yang masih belum jelas statusI kepemilikannyaI merupakanI 

pemicuI konflikI di dalam masyarakat, akibatI luasanI dari konflikI tersebut imemunculkanI apa yang 

biasa disebutI dengan isengketa. SengketaI tanahI tersebuti melibatkanI berbagaiI pihak baik iantara 

instansiI pemerintahI tertentu idengan imasyarakatI maupun imasyarakatI dengan imasyarakatI itu 

sendiri. SalahI satu ibentukii tanahI yang memicu konflikI di masyarakatI IndonesiaI adalah imunculnyaI 

lidahI tanahI atau tanahI timbulI di tepi isungai/pantai. 

TanahI tersebut merupakanI sumberI dayaI alamI baru yang secara ekonomisI potensialI untuk 

pertaniani tambaki di wilayahI Indonesia, namun demikianI munculnyaI lidahI tanahI ditepi sungaiI 

atau pantaiI tersebut dapat menimbulkanI kepemilikanI atas tanahI oleh masyarakat. ProsesI terjadinya 

kepemilikanI atasI lidahI tanahI adalah melalui proses evolusiI yang terjadi bertitikI awal dari adanya 

tanahI tak bertuan (res nullius). PemerintahI menyadari bahwa masalahI pertanahanI tersebut perlu 

ditanganii dengani segera. Tanpai penangananI masalah secara komprehensifI dan sesegeraI mungkin 

maka sulit bagi bangsaI IndonesiaI untuk membangunI kembaliI tatanan kehidupanI sosial, ekonomi 

dan politikI yang sehatI dan Iberkeadilan. 

Beberapai hal tersebuti yangi olehi penulisi dianggapi cukup menariki untuk imembahasnya. 

Dengani maksudi untuk bisa ilebih imemperluas iwawasan itentang haki atas ilidah itanah, iserta 

perlindungani hukumi yangi ditinjaui dari Undang-Undangi Dasari di Indonesiai yang iberlaku. 

Berdasarkani hali di atasi makai dalami penulisani Proposali Skripsii ini penulisi mengambil 

judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAK ATAS LIDAH TANAH 

(AANSLIBBING) DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA 

 

 

 

 

                                                           
4
 Rizki Amalia Zulaikha, et. al., Penentuan Hak Dan Pemanfaatan Tanah Timbul (Aanslibbing), Diponegoro Law Review 

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016. h. 5  
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana langkah-langkah penguasaan hak atas lidah tanah (aanslibbing) agar menjadi 

penguasaan yang sah? 

2. Apakah Aspek yang mempengaruhi diberikannya perlindungan hukum terhadap penguasaan  

hak atas lidah tanah (aanslibbing)? 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menitik 

beratkan pada telaah hukum positif, prinsip-prinsip, azas-azas hukum dan dokrin-doktrin hukum.. Di 

dalam proses penelitian hukum, Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah salah 

sutu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menghasilkan suatu argumentasi yang nantinya dapat digunakan dalam menyelesaikan 

berbagai permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.5 Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini berbeda dengan penelitian empiris yang masih membutuhkan pengujian terlebih 

dahulu sehingga mendapatkan kebenaran fakta dari apa yang diteliti dan disebabkan oleh factor 

tertentu 

 

PEMBAHASAN 

Langkah-langkah penguasaan hak atas lidah tanah agar menjadi penguasaan yang sah 

Dalam hukumI tanahI kata sebutanI “tanah” dipakai dalam arti yuridisI, sebagai suatu pengertian 

yang telah diberikanI batasanI resmi oleh PasalI 4 UUPA, UUPAI menyatakanI bahwa : “atas dasar hakI 

menguasaiI NegaraI sebagai yang dimaksudI dalam PasalI 2 UUPAI ditentukan adanya macam-macam 

hakI atas permukaanI bumi, yang disebut Itanah, yang dapat diberikan kepadaI dan dipunyai oleh 

orang-orang baik sendiri Imaupun bersama-sama Idengan orang-orang lain serta Ibadan-badan 

Ihukum”. AyatI 1 menyebutkan bahwa tanahI dalam pengertianI yuridisI adalah permukaanI bumi, 

sedangkan hakI atasI tanahI adalah hakI atas sebagian tertentu permukaanI bumi, yang terbatas. Secara 

umum tanahI dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. TanahI negaraI 

TanahI negaraI adalah tanahI yang LangsungI dikuasaiI artinya Itidak ada Ipihak lain diatas Itanah 

tersebut. Pemberian Ihak Iatas Itanah INegara adalah Ipemberian Ihak Iatas Itanah yang dikuasai 

langsung oleh Inegara kepada seseorang ataupun Ibeberapa orang bersama-sama atau suatu Ibadan 

Ihukum.6 

DenganI demikianI yang disebut tanahI negaraI adalah tanah-tanah yang tidak dilekatkan dengan 

suatu hakI yakni hakI milik, hakI gunaI usaha, hakI gunaI bangunan, hak pakai atas Itanah Inegara, 

hakI pengelolaan serta Itanah ulayatI dan Itanah Iwakaf. Adapun ruang lingkup Itanah Inegara 

meliputi : 

a. Tanah-tanahI yang diserahkan secara sukarelaI oleh pemiliknyaI 

                                                           
5
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, h. 135. 

6
Irene Eka Sihombing, Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta, 

Penerbit Universitas Trisakti, 2005, h.61 
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b. Tanah-tanahI hakI yang berakhir jangkaI waktunyaI dan tidak diperpanjangI lagi. 

c. Tanah-tanahI yang pemegangI haknyaI meninggal dunia tanpaI ahliI waris. 

d. Tanah-tanahI yang ditelantarkanI 

e. Tanah-tanahI yang dibebaskan untuk kepentinganI umumI 

 TanahI yang berstatusI tanahI negaraI dapat dimintakan suatu hakI untuk kepentinganI tertentu 

dan menurut prosedur tertentu. TanahI negaraI yang dapat dimohonI suatu hakI atasI tanahI dapat 

berupa : 

a) TanahI negaraI yang masih kosongI atau Imurni. 

  Yang dimaksud tanahi negarai yang masih murni adalah tanahi negarai yang 

dikuasaii dan belumi dibebanii suatu haki apapun. 

b) Tanahi haki yang habis jangka waktunya 

  HGUi, HGBi, dan Haki Pakaii mempunyai jangka waktu yang terbatas. Dengan 

lewatnya jangkai waktui berlakunyai tersebut maka haki atasi tanahi tersebut hapus dan 

belum dibebani suatu haki apapun. 

c) Tanahi Negarai berasal dari pelepasan haki oleh pemiliki secara sukarela. 

  Penyerahan sukarela ini yang disebut dengan melepaskan haki atasi tanahi. Hal 

ini sesuai dengan Pasali 27 Undang-undangi Nomori 5 tahuni 1960 tentang Peraturani 

Dasari Pokok-pokok iAgraria, yang menentukan bahwa “Haki miliki hapus” bila: 

a. Tanahnyai jatuh kepada iNegara: 

b. Karena ipencabutan ihak berdasarkan iPasal 18 

c. Karena ipenyerahan dengan isukarela oleh pemiliknya 

d. Karena iditerlantarkan 

e. Karena ketentuan iPasal 21 iayat 3 dan 26 iayat 2 

f. Tanahnyai imusnah. (Istilah imusnah dalam hal ini dipahami dalam pengertian 

iyuridis, yaitu secara ifisik tanahi tersebut tidak dapat dipergunakan secara ilayak 

sesuai dengan isi/kewenangani haknya. Contohnya itanah yang ihilang terkikis 

erosi sungai maupun pantai. Meskipun secara fisiki bidang itanah tersebut masih 

dapat  ditemukan, akan tetapi karena sudah tidak dapat mendukung 

penggunaannyai secara layak, maka ihaknya hapus menjadi itanah inegara) 

2. Tanahi Haki 

 Tanahi Haki adalah tanahi yang sudah dilekati atau dibebani dengan suatu haki tertentu. 
Tanahi Haki tersebut misalnya iHak iMilik, Haki Gunai Bangunan, Haki Guna Usaha, atau iHak 
Pakai. Tanahi Hak dapat diperolehi dengan cara pelepasan ihak iatas itanah/pembebasan itanah, 
pemindahan ihak atas itanah, dan pencabutan ihak atas itanah. 

 Selanjutnya, pihak yang dapat imempunyai ihak atas itanah diatur idalam iPasal 9 iayat (2) 
Undang-Undangi Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturani Dasar Pokok-Pokoki Agraria yang 
menyatakani bahwa : 

  “tiap-tia wargai negarai Indonesia, baik Laki-laki imaupun perempuani mempunyai kesempatani 
yang sama untuk memperolehi sesuatu haki atas tanahi untuk mendapat manfaati dan ihasilnya, baik bagi 
diri sendirii maupun ikeluarganya.” 

 Sedangkan yang bukan wargai negarai Indonesiai atau badani hukum asing yang 
mempunyai perwakilani di Indonesia sangati dibatasi, haknyai hak pakai iatau hak sewa isaja. Hal 
ini sebagaimana diatur dalam Pasali 42 dan Pasali 45 Undang-Undangi Nomor 5 tahun 1960 tentang 
Peraturani Dasari Pokok-Pokok Agrariai 
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Tanahi tersebut disebut juga tanahi negarai bebas. Penggunaan istilah tanahi negarai bermula 
dari jamani Hindiai Belanda. Sesuaii dengani konsepi hubungan antara pemerintahi Hindia Belanda 
dengan tanahi yang berupa hubungani kepemilikani dengan suatu pernyataan yang dikenali 
dengani nama Domein Verklaring yang menyatakani bahwa semua tanahi yang pihak laini tidak 
dapat membuktikani sebagai haki miliki adalah miliki negara. Akibat hokum darii pernyataan 
tersebut merugikani haki atas tanahi yang dipunyai rakyati sebagai perseorangani serta hak ulayat 
yang dipunyai oleh masyarakati hukumi adat, karena berbeda dengan tanah-tanahi haki barat atau 
sepertii di eropa, diatas tanah-tanahi haki adat tersebut pada umumnyai tidak ada buktii haknya. 
Adanyai konsepi domein negarai tersebut maka tanah-tanahi hak milik adati disebut tanahi negara 
tidak bebas atau onvrij landsdomein karena sudah dilekati dengani suatu hak, tetapi diluar itu 
semua tanahi disebut sebagai tanahi negarai bebasi atau vrij landsdomein. 

 

Di dalami UUPAi Pasali 5 menentukan : “hukumi Agrariai yang berlaku atas bumii airi dan ruang 

angkasai ialah hukumi adat, sepanjangi tidak bertentangani dengan kepentingani nasionali dan negara 

yang berdasarkani atas persatuani bangsa, dengan sosialismei indonesia serta ddengan peraturan-

peraturani yang tercantum dalam Undang-Undangi lainnya, segala sesuatu dengan imengindahkan 

unsur-unsuri yang bersandari pada hukumi agama”. Jadi selama pengaturani mengenaii tatai cara 

permohonani haki atas lidahi tanahi ini belum diatur oleh peraturan iperundang-undangan, maka 

kantor ipertanahan kabupateni atau kota dapat menggunakan hokum adat yang hidup dan 

berkembangi di lingkungani masyarakat.  

Dalami hal ini, karena lidahi tanahi tersebut merupakani tanahi bebas yang idikuasai inegara. Hal 

ini karena ipendaftaran ilidah itanah tersebut dilakukan untuk ipertamakalinya. Pada dasarnya 

sebelumi adanya ilidah itanah, lidahi tanahi tersebut ini sudah menjadii sengketai warga. 

Didalam iperkembangannya, apa yang telah idigariskan idalam iPasal 46 iAyat (1) iUndang-

Undang Pokoki Agrariai (UUPA) yang menentukan “hak membuka itanah dan imemungut hasil hutan 

hanya dapat dipunyai oleh iwarga negara indonesiai dan diatur dengan iperaturan ipemerintah”. 

Ketentuani tersebut imenunjukkan bahwa iUndang-Undang iPokok iAgraria (UUPA) menganut 

hukumi adat, karena pembukaan itanah telah dikenal dalam ihukum iadat indonesia dan 

pengaturannyai pun sesuai pula dengan ihukum iadat. Selain daripada itu, pemberian istatus hokum 

yang berupa ihak atas ilidah itanah ini dapat dilakukan melalui iintensifikasi tambak seperti yang 

diatur dalami Peraturani Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tata Cara 

Pensertifikatani Tanahi Bagi Program iDana Proyek iDepartemen iPertanian. 

Lidahi tanah sebagai itanah negara dan yang termasuk didalamnyai ini tidak dapat secara 

langsungi begitu saja dimohonkani haknya oleh petanii pemilik ataupun ipenggarap. Permohonani hak 

atas ilidah itanah ini diberikan secara selektif karena ilidah itanah ini rawan sekali iterjadinya abrasi 

atau erosi yaitu ihilangnya kembali itanah akibat ipukulan ombak pantai atau oleh ikikisan air sungai. 

Jadi selektivitasi dalam pemberiani hak atas ilidah itanah adalah untuk imenghindari iterjadinya 

hilangnyai tanahi karena abrasi dari ipenguasaan tanahi yang menyimpangi oleh para penggarapnya.  

Pasali 15 Undang-Undangi Pokoki Agraria (UUPA) dan penjelasannyai menjelaskan imengenai 

kewajibani pengguna tanahi tersebut yang wajib memelihara dengan ibaik itanah. Pasali tersebut 

menentukani bahwa : 

“memeliharai tanah, termasuki menambahi kesuburannya serta mencegahi keruasakannyai adalah 

kewajibani tiap-tiap iorang, badan hukom atau instansii yang mempunyai hubungani hukum dengan 

tanah itu, dengan memperhatikani pihak yang ekonomisi lemah”.  
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Pemohoni tak dapat memanfaatkan itanah tersebut secara imaksimal. Jadi selain imemperoleh hak, 

pemohoni juga memiliki kewajibani yang harus idilakukan, kewajibani lain dari pemohoni ini adalah:  

a. Membayari uang sejumlahi tertentu (uang pemasukan) 

b. Mendaftarkani haki atas itanah yang diberikan. 

Syarat-syarati yang harus dipenuhii guna perolehan ihak atas itanah bergantungi ipada jenis hak 

yang ingin idiperolehnya. Pemberian ihak miliki atas itanah dapat diberikan atas : 

1. Hak imilik iperseorangan.  

 Miliki perseorangani adalah tanahi yang dimiliki oleh orang iberkewarganegaraan iIndonesia. 

Persyaratani permohonani hak imilik atas itanah :  

a. Formuliri permohonani yang sudah diisi dan iditandatangani pemohonan atau kuasanya 

diatas meterai yang cukup.  

b. Surati kuasai apabila dikuasakan.  

c. Fotokopiii identitas Kartu Tanda Penduduki dan Kartu Keluargai pemohonii dan kuasa 

apabila idikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinyai oleh petugas loket.  

d. Asli bukti iperolehani tanahi atau alas ihak.  

e. Asli surat-surati bukti pelepasan hak dan pelunasani tanahi dan rumah atau rumahi yang 

dibeli dari pemerintah.  

f. Fotokopii tanda daftar Surat Pemberitahuani Pajak Tertuang ( SPPT ), Pajak Bumi dan 

Bangunani ( PBB ), Surat Setoran Bea ( SBB ), Bea Perolehani Atas Tanah dan iBangunan ( 

BPHTB ) dan buktii bayar uang ipemasukan ( pada saat pendaftaran hak ).Melampirkan 

buktii Surat Setoran Pajak ( SSP ) atau Pajak iPenghasilan ( PPh ).7 

 Sesuai idengan iketentuan iPeraturan iPemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis ipenerimaan 

negara bukan ipajak yang berlaku pada iBadan iPertanahan Negara iRepublik Indonesia ( Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 ). Keterangan:  

• Identitasi diri;  

• Luas, letak dani penggunaani tanahi yang di mohon;  

• Pernyataani tanah tidaki sengketa;  

• Pernyataani tanahi dikuasai secara fisik;  

• Pernyataani menguasai tanah tidak lebih dari 5 ( lima ) bidang untuk 

permohonan rumah tinggal.8 

2. Haki milik badan hukum. 

 Tanah miliki suatu badan hukumi yang didirikan dengan ihukum Indonesia dan 

berkedudukani di Indonesia yang oleh Undang-undangi telah di tunjuk sebagai badan hokum yang 

dapat mempunyaii tanahi dengan hak milik. Persyaratan: 

a. Formulir permohonani yang sudah di isi dan ditandatanganii permohonan atau 

kuasanyai diatas meterai yang cukup. 

b. Surat kuasai apabila idikuasakan. 

c. Fotokopii identitas Kartu Tanda iPenduduk dan Kartu iKeluarga ipemohon dan kuasa 

apabila idikuasakan, yang telah idicocokkan dengan iaslinya oleh petugas loket 

                                                           
7
Murad, Rusmadi, Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek, Bandung. Mandar Maju, 2013, 

h.504 
8
Ibid 
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d. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan ibadan ihukum yang telah dicocokkan 

idengan iaslinya oleh petugas loket. 

e. Asli bukti iperolehan tanahi atau alas hak. 

f. Surat Keputusani ( SK ) penunjukan Badani hukumi yang dapat memperoleh hak imilik 

dari Kepala Badan iPertanahan Nasional. 

g. Surat izin untuk memperolehi Hak Milik dari iKepala Badan iPertanahan Nasional.  

h. Fotokopi tanda daftar Surat Pemberitahuani Pajak Tertuang ( SPPT ), Pajak Bumi dan 

Bangunan ( PBB ), Tahun berjalani yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas 

loket. 

i. Melampirkani bukti Surat Setoran Pajak ( SSP ) atau Pajak iPenghasilan ( PPh ), Sesuai 

dengan ketentuan.9 

 

                                                           
9
Ibid. h.507 
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Tabel 1 : alur permohonan hak atas lidah tanah 

 

iTanah negarai 

iLidah tanahi 

iUntuk sebesar-besarnyai 

kemakmuran rakyat 

iPermohonan oleh rakyati 

Penggunaan lidahi tanahi 

upaya-upaya: 

pencegahani erosi dan abrasi, 

konservasii tanah, perlindungan 

tanah. 

Pasal 14&15 UU No. 5/1960, 

Keppres No.32/1990, 

UU No.4/1982, 

UU No.20/1982, 

Penguasaan lidahi tanahi 

Pasal 16 & 19 UUPA 
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Keterangan bagan : 

1. Disatui sisi terdapat erosii ataupun abrasii pada tepi pantai ataupuni sungai. Tanah ataupun 

pasir yang iterkena erosi ataupuni abrasi terbawa oleh aliran ombaki ke tepi lain dan akan 

mengalamii pengendapan disisi sungai atau pantai.  

2. Tanahi yang mengalami pengendapan tersebut semakini lama semakin menjoroki ke arah laut 

dan melebihii batas bibir pantai.  

3. Tanahi tersebut akhirnya menjadi tanahi yang bebas tanpa adanya pemiliki yang sah dan 

langsung dikuasai oleh negarai 

4. Berdasarkan Pasali 33 ayat (3) Undang-Undangi Dasar Negara Republiki Indonesia Tahun 1945 

menentukani bahwa Bumi dan Air dan kekayaani alam yang terkandungi di dalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakani untuk sebesar-besarnya ikemakmuran rakyat. Jadi 

untuk imeningkatkan ikemakmuran dan juga ikesejahteraan imasyarakat maka masyarakat 

dapat imemohonkan ikepemilikan atas itanah inegara tersebut dengan title hak sesuai dengan 

pasal 16 Undang-undangi Pokok Agraria(UUPA. 

5. Dengan adanya permohonani hak oleh masyarakat maka masyarakati diberikan dasar dari 

penguasaan itanah, yaitu sertifikat dan dan dapat menggunakan haki atas itanah tersebut 

dengan title ihaknya tersebut. Penguasaani dan penggunaan lidahi tanahi tersebut harus 

memperhatikani kondisi tanahnyai dan upaya melakukani solusi dan abrasi, konservasi tanah, 

perlindungani tanah.  dalam penguasaan dan penggunaan lidahi tanahi  tersebut juga harus 

berwawasan lingkungani dan berdasarkan pada Pasal 14 dan 15 Undang-undangi Pokok 

Agraria (UUPA) mengenai peruntukani dan pemeliharaan lidah tanah serta Pasal 16 mengenai 

macam-macami title hak dan Pasal 19 (UUPA) mengenai pendaftarani tanah dan peraturan-

peraturani yang terkait.10 

 

Aspek yang mempengaruhi diberikannya perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas 

lidah tanah (aanslibbing) 

Tanahi  memiliki perani yang sangat penting bagi semua mahuki hidup yang ada di bumii karena 

selain tempat ipijakan, juga sebagai ipenopang akar. Manusia hidup serta imelakukan aktivitasi di atas 

tanahi sehingga setiap saat imanusia selalu iberhubungan dengan itanah dapat idikatakan  hampir 

semua kegiatan hidup imanusia baik secara ilangsung maupun tidak ilangsung selalu memerlukan 

tanah. Kebutuhan imanusia akan itanah semakin meningkat idikarenakan kegiatan ipembangunan dan 

pertumbuhani penduduk yang semakin imeningkat yang tidak idiimbangi dengan ipersediaan itanah 

yang terbatas.  

                                                           
10

 Siti maisaroh, perolehan hak atas tanah yang berasal dari tanah timbul, surabaya FH airlangga, 2007, h 17 
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Tanahi merupakani obyek hukumi yang sangat dibutuhkan oleh imanusia, karena tanpa itanah 

manusiai tidak akan pernah bisa ihidup. Hal ini disebabkan bahwa itanah sebagai tempat iberpijak 

bagi semua umat imanusia dan sekaligus isebagai tempat ikeberlangsungan hidup mausia, mulai isejak 

lahir sampai manusia imeninggal pun imembutuhkan itanah, sesuai dengan ihukum kodrat ialam dan 

hukumi Allah, bahwa manusia idiciptakan oleh Allah berasal dari debu dan itanah. Maka oleh karena 

itu tanah adalah imerupakan bagian hidup imanusia. Disamping itanah merupakan kebutuhan ihidup 

manusia dan bagian hidup imanusia, tanah juga sebagai sentral ipembangunan yang imempunyai nilai 

sentral ipembangunan yang imempunyai nilai iekonomi dan bisnis. 

Hal mana dapat kita pahamii bahwa dalam hal pembangunani sudah pasti memerlukani tanah 

baik untuk usaha imaupun iinvestasi jangka pendek, imenengah maupun jangka ipanjang. Oleh karena 

itu sejalan dengan konstitusi bangsa iindonesia yaitu terdapati dalam iUUD 1945, Pasal 27 ayat (2), 

menyatakani bunyinya yaitu: “setiap warga negara berhak mencari ipekerjaan dan ipenghidupan yang 

layak bagi usaha ikemanusiaan. Dengan demikian cukup iwajar dan adil apabila ipemerintah juga 

memberi perhatiani yang proposional terhadap pelaksanaani sertifikasii tanah-tanahi hak sebagai 

proteksi bagi rakyati para pemilik tanahi guna mendukung kehidupani ekonominya melalui program-

program pensertipikatani secara massal seperti pendaftarani tanahi cara sistematik dan proyek 

ajudikasii yang lebih efektifi lagi tampak lesu. 

Dalam ruangi lingkup agrariai tanahi merupakan begian dari bumi, yang disebut ipermukaan 

bumi, bagian yang terdapat pada ikerak bumi yang itersusun atas imineral dan bahan iorganik. iTanah 

merupakan isalah satu penunjangi yang membantu kehidupani semua imahluk hidup yang ada di 

bumi. Pada hakekatnya imanusia memiliki ikebutuhan primer yang terdiri dari isandang, pangan, dan 

papan. Tanahi merupakan salah satu ikebutuhan primer manusiai yang masuk pada igolongan papan 

atau tempat itinggal imanusia. Tanahi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa imerupakan sumber 

daya alami yang sangat diperlukani manusia untuk mencukupi ikebutuhan. Selain itu tanah juga 

menjadi faktor ipendukung utama dakam kehidupan dan ikesejahteraani masyarakati di manapun 

tidaki lain inegarai Indonesia. 

Agrariai merupakan hal-hal yang terkait dengan ipembagian, peruntukan, dan ipemilikan lahan. 

Agrariai sering pula disamakan dengan ipertanahan. Dalam banyak hal, agraria iberhubungan erat 

dengan ipertanian (dalam ipengertian luas, agrikultur), karena pada iawalnya, keagrariaan imuncul 

karena iterkait dengan ipengolahan lahan. 

Dalam irangka menghadapi iberbagai kasus nyata di era globalisasii ini diperlukani pula 

terselenggaranyai kegiatan pendaftarani tanahi yang memungkinkani bagi para pemegangi hak atas 

tanah untuk dengani mudah membuktikani haknya atas tanah yang idikuasainya, dan bagi ipara pihak 

yang iberkepentingan, seperti calon pembeli dan icalon kreditur, untuk imemperoleh iketerangan yang 

diperlukan imengenai tanahi yang menjadi obyek iperbuatan ihukum yang akan idilakukan, serta bagi 

pemerintah untuk imelaksanakan kebijakan ipertanahan. 

Berdasarkan iPasal 33 iayat (3) Undang-Undangi Dasar Negarai Republik Indonesiai Tahun 1945 

menentukan bahwa Bumii dan Air dan kekayaani alam yang terkandungi di dalamnya dikuasaii oleh 

Negarai dan dipergunakani untuk sebesar-besarnyai kemakmuran irakyat. Mengingat pentingnya 

tanahi bagi kelangsungan hidup imanusia maka idiperlukan iperaturan yang lengkap dalam hal 

penggunaan, ipemanfaatan, ipemilikan dan perbuatan ihukum yang berkaitan idengan hal itersebut. 

Semua ini ibertujuan untuk imenghindari ipersengketaan itanah baik yang imenyangkut ipemilikan 
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maupun iperbuatan-perbuatan ihukum yang dilakukan ipemiliknya, maka dari itu dibuat iUndang-

Undang Nomori 5 iTahun 1960, (UUPA) mengisyaratkan bahwa tanah itu pada tingkatan itertinggi 

dikuasaii oleh iNegara sebagai organisasi seluruh irakyat. Pembentukan iperaturan iUndang-Undang 

Nomori 5 Tahun 1960 imemiliki tujuan seperti yang tertera pada ipenjelasannya yaitu: 

1. Meletakkan idasar-dasar bagi penyusunan ihukum agraria inasional, yang akan 

merupakani alat untuk imembawakan kemakmuran ikebahagiaan dan ikeadilan 

bagi iNegara dan irakyat, terutama irakyat tani, dalam irangka imasyarakat yang 

adil dan imakmur. 

2. Meletakkani dasar-dasar untuk imengadakan kesatuani dan kesederhanaan 

dalam hukum ipertanahan; 

3. Meletakkani dasar-dasar untuk memberikan ikepastian ihukum mengenai hak-

hak atas itanah bagi irakyat seluruhnya.  

Undang-undangi nomor 5 tahun 1960 (UUPA) Lembaran Negara Tahun 1960 nomor 104 dan 

tambahani lembaran negarai nomor 2043, tidak imemberikan rumusan yang jelas tentang itentang 

istilah itanah. Dalam iundang-undang ipokok iagrarian ini diadakan iperbedaan antara ipengertian 

bumi dan itanah, sebagai yang idirumuskan dalam Pasali 1 Ayat (3) dan Pasali 4 ayat (1). Yang 

dimaksud dengan itanah ialah ipermukaan bumi. iPerluasan pengertian ibumi dan iair dengan ruang 

angkasa adalah ibersangkutan dengan ikemajuan teknik dewasa ini ikemungkinan-kemungkinannya 

dalam waktu-waktui yang akan idatang. 

Namun dalam Pasali 1 Ayati (2) menentukan: iseluruh bumi air dan iruang angkasa, itermasuk 

kekayaani alam yang iterkandung didalamnya idalam wilayah republic iIndonesia, sebagai karunia 

tuhan yang maha esa adalahi ibumi, air dan ruaang iangkasa ibangsa indonesia dan imerupakan 

kekayaan inasional. Seluruh ibumi, air dan ruang iangkasa termasuk ikekayaan ialam yang iterkandung 

didalamnya, kesemuanyai merupakani satu kesatuan. Dengan idemikian maka ruang lingkup agrarian 

menuruti UUPA adalahi meliputi air, ruang iangkasa, dan kekayaani alam yang iterkandung 

didalamnya. 

Lidahi tanahi yang didalam bahasa Inggrisi disebut deltaber atau channelbar, di dalam bahasa 

Belanda disebut dengan istilah aanslibbing, sedangkan di dalam bahasa Indonesia biasanya disebut 

dengan ilidah itanah. 

Dari beberapai pengertiani mengenai ilidah itanah di atas imenunjukkan bahwa ilidah itanah yang 

terbentuki di tepi pantai idisebabkan karena ilumpur-lumpur yang idibawah arus isungai imenuju laut 

dihempaskani kembali ke pantai oleh iombak air laut. Kemudian ilumpur tersebut imengendap di 

pantai. Pembentukani lidahi tanahi terjadi karena iproses alam.  Alami memiliki peran besar dalam 

mendukung terjadinya ilidah itanah. 

Proses terjadinya ilidah itanah adalah itanah tersebut isebelumnya tidak ada kemudian karena 

suatu faktor, terbentuklahi tanahi yang baru yang terbentuk dari ipengendapan material/pertikel 

tanahi pada perairani laut. Dan ini belum imemiliki suatu ihak atas itanah tersebut isehingga secara 

otomatis dikuasai ilangsung oleh inegara atau disebut itanah inegara.  

Lidahi tanahi merupakan itanah inegara, yang mana peruntukan pemanfaatani tanahi tersebut 

diatur oleh pemerintahi berdasarkan untuk kepentingani umumi dan keterbatasan ipotensi alam 

tersebut, kebijakani ini tidak mempengaruhii hubungani hukumi atas tanah yang telah ada haknya, 

baik yang belum maupu yang telah iterdaftar, 
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Hal ini dapat idijelaskan pula pada ipenjelasan umum Undang-Undangi No. 5 Tahuni 1960 butir 

(2) UUPA, tanahi negara adalahi tanah yang tidak dimilikii dengan suatu hak oleh iseseorang ataupun 

pihak lainnya. iSedangkan berdasarkan iPasal 2 ayat (1) UUPA bahwa atas dasar iketentuan iPasal 33 

ayat (3) UUD 1945 dan hal-hali yang dimaksud dalam iPasali 1 UUPA ; Bumi, air, dan iikekayaan alam 

lainnya pada itingkatan tertinggi idikuasai oleh negarai sebagai organisasi kekuasaani seluruh rakyat. 

Berdasar iketentuan tersebut inegara dapat memberikani tanahi kepada seseorang atau ibadan ihukum 

dengan suatui hak iperuntukannya dan ikeperluannya. Pemilik itanah di tepi sungai imaupun di tepi 

lauti mempunyai ihak penguasaani atas tanahi pembawaan pasiri atau lumpur pada ipendangkalan 

laut atau sungai. Hak ipenguasaan atas lidahi tanahi baru dapat diakui sah apabila ada iperbuatan 

yang khusus yang mana itanah tersebut idikelola/ dikerjakan isendiri dan imemberikan tandai batas 

yang jelas. 

Selanjutnyai Surat Menteri Negara Agraria/Kepala iBadan iPertanahan Nasional No. : 410-1293 

Tentang iPenertiban Status lidahi tanahi dan Tanahi Reklamasi, jakarta 9 Mei 1996 iTerdapat 6 poin, 

diantaranyai yang terkait dengani hal ini adalah: 

 pada poin ke-3, menyatakan : 

  “Tanah-tanahi timbul secara ialami sepertii delta, tanah pantai, tepii danau/situ, endapani tepi 

sungai, pulau timbul dan ilidah tanah isecara alami lainnyai dinyatakan sebagai itanah yang ilangsung 

dikuasai oleh inegara. Selanjutnyai penguasaan/pemilikan serta ipenggunaannya diatur oleh iMenteri 

Negarai Agraria/Kepala Badan Pertanahani Nasional sesuai dengan peraturani perundangani yang 

berlaku.” 

 Pada poin ke-4, menyatakan : 

  “Sehubungani dengan hal-hal tersebuti di atas makai para Kepala Kantor iWilayah iBadan 

Pertanahani Nasional Propinsi agar segera imelakukann iinventarisasi itanah-tanah timbul dan itanah 

hilang yang terjadi isecara alami. Untuk itanah yang hilang iapabila sudah ada isertipikatnya agar 

disesuaikan. Untuk itanah yang akan direklamasii sebelumnya harus diberii tanda-tanda batasnya 

sehinggai bisa diketahui luas itanah yang inantinya selesai idireklamasi.” 

 Pada poin ke-5, menyatakan : 

  “Selanjutnyai kepada para pemohoni hak atas tanah-tanahi timbul itersebut dapat segera diproses 

melalui iprosedur sesuai iperaturan iperundangan yang iberlaku.” 

Maksud dan tujuan dari poin ke -3, 4, 5 adalah : Lidahi Tanahi adalah tanah negarai yang harus di 

data seberapai luas lidahi tanahi tersebut oleh kepalai Kantor kota setempati dan apabila imasyarakat 

ingin mengajukan ipermohonan agar segara iditindaklanjuti iapabila ipersyaratan iadministrasi sudah 

terpenuhi isesuai dengan iperaturan perundang-undangani yang iberlaku. 

Pasal 26 Ayat (1) Peraturan iPemerintah Republik iIndonesia Nomor 24 iTahun 1997 itentang 

Pendaftarani Tanahi menentukan, yang diumumkani pada dasarnyai adalah fisiki dan data iyuridis 

yang akan idijadikan dasar ipendaftaran bidang itanah yang ibersangkutan. Untuk memudahkan 

pelaksanaannya, dalam ipandaftaran tanahi secara sistematik ipengumuman tidak harus idilakukan 

sekaligus mengenaii semua bidangi tanahi dalam wilayah yang telahi ditetapkan, tetapi dapat 

dilaksanakani secara bertahap. iPengumuman pendaftarani tanahi secara sitematiki selama 30 hari dan 

di pengumumani pendaftarani tanahi secara sporadiki 60 hari dibedakani karena pendaftarani tanah 

secara sistematiki ini merupakan pendaftarani tanahi secara massali yang diketahuii oleh imasyarakat 

umum sehingga ipengumumannya lebih isingkat, sedangkan ipengumuman ipandaftaran itanah secara 

sporadiki sifatnya individuali dengan ruang ilingkup terbatas. 
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Maksud dari iPasal 26 diatas iadalah bahwa jika imasyarakat ingin imengajukan ipermohonan ihak 

atas ilidah itanah tersebut, bidangi tanah yang akan diajukani harus dimumkan tujuannyai bahwa 

tanah tersebuti tidak dalam sengketai atau tidak diganggui gugat atas ipenguasaan dan ipenggunaan 

lidah tanahi tersebut. 

Lidah tanah memangi kerap menjadi perdebatani di masyarakat. Utamanyai siapa yang imenjadi 

subyeki hak atas lidahi tanahi tersebut, kendatipun berdasarkani peraturan pemerintahi no.16 tahun 

2004 tentang ipenatagunaan tanah iditegaskan bahwa itanah tersebut dikuasai oleh inegara. Namun 

acap kali di imasyarakat terjadi ipenguasaan atas itanah tersebut secara isepihak. 

Dalam ipenjelasan pasal 12 iPeraturan ipemerintah no.16 tahun 2004 tentang ipenatagunaan itanah 

juga ditegaskani mengenai ipengertiannya, yakni, ilidah itanah adalah idaratan yang idibentuk isecara 

alami maupuni buatan karena ipengendapan idisungai, danau, pantai dan ipulau itimbul, serta 

penguasaan itanahnya idikuasai oleh negara 

Agraria imerupakan hal-hal yang iterkait dengan ipembagian, peruntukan, dan ipemilikan lahan. 

Agrariai sering pula disamakani dengan ipertanahan. Dalam ibanyak hal, agraria iberhubungan erat 

dengan ipertanian (dalam ipengertian luas, agrikultur), karena pada awalnya, keagrariaani muncul 

karenai terkait dengan pengolahani lahan. 

Mengingati pentingnyai tanahi bagi kelangsungan hidup manusiai maka diperlukan peraturan 

yang lengkap dalam hal ipenggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan iperbuatan hukum yang iberkaitan 

dengan hal tersebut iterkhusus ilidah itanah ini. Semua ini ibertujuan untuk imenghindari konflik atau 

persengketaani tanahi baik yang menyangkuti kepemilikan maupun perbuatan-perbuatani hukum 

yang dilakukan pemiliknyai dan juga untuk menjamini kepastiani hukum dan hak-haki atas tanah dan 

juga iperlindungan ihukum.  

Konsep iperlindungan ihukum terhadap ipemegang hak atas tanah tidak dapat dilepaskan dengan 

persoalani keadilani dalam pelaksanaan hukumi itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan ada 

tiga nilai dasari yang ingin dikejar dan perlui mendapati perhatiani serius dari para pelaksanai hukum 

yaitu nilai keadilani hukum, kepastiani hukumi dan ikemanfaatan hukum, sehinggai dengan pilihan 

stelsel publisitasi negatif (berunsur positif) itersebut maka tiga inilai dasar itu isendiri tidak imungkin 

tercapai. 

 Tujuan ikebijakan hukumi pertanahani pada pilihan stelsel publisitasi negatifi (berunsur positif) 

terkait erat dengani tujuan sistemi hukum pertanahani itu sendiri yaitu terciptanyai masyarakati yang 

adil, makmur, dan isejahtera, oleh karena itu pilihan ipenggunaan sistem ihukum ipertanahan pada 

stelsel ipublisitas inegatif (berunsur positif) imestinya berorientasi pada inilai-nilai dasari ihukum yaitu 

mewujudkan ketertibani dan iketeraturan, ikedamaian serta keadilan. 

Kepastiani hukum hak-haki atas itanah, khususnya imenyangkut ikepemilikan tanah dan 

penguasaannyai akan memberikani kejelasan mengenaii orang atau ibadan ihukum yang menjadi 

pemegangi hak atas itanah, maupun ikepastian imengenai letak, batas -batas, luasnya dan isebagainya. 

Oleh sebab itu perlui adanyai aturan hukumi yang mengatur masalah ipertanahan. Yang mana aturan 

hukum tersebut ibertujuan untuk imelindungi ikepentingan iseluruh umat imanusia dan terjaminnya 

kepastiani hukumi di bidang ipertanahan.  

Dalam sejarah ipertanahan di Indonesia, Indonesiai telah memiliki iketentuan ikhusus yang 

mengaturi tentang pertanahani yaitu dalam iUUPA, Sebagai iperaturan dasar, i UUPA hanya mengatur 

asas-asasi atau masalah-masalahi pokok dalam garis besarnya berupa ihukum ipertanahan nasional. 
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UUPA ini merupakan iimplementasi dari iPasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang imemberi ilandasan ibahwa 

bumi, air serta ikekayaan alami yang terkandungi di dalamnya dikuasaii negara dan idipergunakan 

untuk isebesar-besarnya untuk ikemakmuran irakyat. Hal ini idipertegas idengan Pasal 2 UUPA 

mengenai hak imenguasai idari iNegara.  

Penjelasani umum iUUPA secara irinci bertujuan :  

1. meletakkani dasar-dasar bagi ipenyusunan hukumi agraria inasional, yang merupakan 

alat untuk membawa ikemakmuran, kebahagiaani dan keadilani bagi negarai dan rakyat 

dalam rangka masyarakati adili dan makmur;  

2. meletakkani dasar-dasar untuk mengadakani kesatuani dan ikesederhanaan dalam 

hukum ipertanahan;  

3. meletakkan idasar-dasar untuk imemberikan ikepastian ihukum mengenai ihak-hak atas 

tanah bagi irakyat iseluruhnya. 11  

Mengenaii kepastiani tersebut sangat besar artinyai terutama kaitannyai dalam iperencanaan 

pembangunani suatu daerah, pengawasani pemilikan tanahi dan penggunaan itanah. Untuk imencapai 

tujuan itersebut, berdasar iPasal 2 ayat (2) iUUPA, kewenangan inegara dalam ibidang ipertanahan 

mempunyai hak imenguasai seluruh iwilayah Republik Indonesia iterhadap ibumi, air dan ruang 

angkasai serta ikekayaani alami yang iterkandungi ididalamnya, dengan iwewenangi untuk :  

1. mengatur dan imenyelenggarakan iperuntukan, ipenggunaan, ipersediaan dan 

pemeliharaani bumi, air dan ruang angkasai tersebut;  

2. menentukani dan mengatur ihubungan-hubungan ihukum antara iorang-orang dengan 

bumi, air dan iruang angkasa;  

3. menentukani dan mengatur hubungan-hubungani hukum antara orang-orangi dan 

perbuatan yang mengenaii bumi, air dan ruang iangkasa.12 

Ketentuani Pasal 2 tersebut di atas merupakan inegara dalam pengertian isebagai suatu iorganisasi 

kekuasaani dari seluruh rakyat untuk imengatur masalah iagraria (pertanahan). Kedudukan inegara 

sebagai ipenguasa (Hak menguasai dari negara) tersebut itidak lain adalah ibertujuan untuk imencapai 

sebesar-besarnya ikemakmuran rakyat dalam irangka masyarakat iadil dan makmur. Dalam ikerangka 

tersebut inegara diberi ikewenangan untuk mengatur imulai dari perencanaan, ipenggunaan, 

menentukan ihak-hak yang dapat idiberikan kepada iseseorang, serta mengatur ihubungan hukum 

antara iorang-orang serta iperbuatan-perbuatan ihukum yang berkaitan dengan itanah. 13 

Bahwai negarai negarai yang mempunyaii wewenangi menguasaii darip[ada tanahi maka dalam 

hal ini negarai mempunyaii hak untuki menentukani dan menetapkani lokasii dan penetapani luas 

tanah demiii kepentingani umumi atau kepentingani seluruh rakyat sehinggai dalami hal ini negara 

mampunyai wewenang untuk menetapkan atau menentukan luas lidah tanah ini. 14 

Aspek iprioritas atau hak prioritas dalam imenguasai itanah dengan cara ipendaftaran itanah ini sangat 

pentingi karena agar ipemerintahi dapat ilebih tepat imemberikani hak imilik tersebut. 

                                                           
11

  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Peraturan-peraturan Hukum Tanah, klaten, intan sejati, 2007, h. 219 
12

 Suhanan Yosua, Hak Atas Tanah Timbul ( Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia, Restu Agung, Jakarta, 

2010, Hal. 38. 
13

 Herawan Sauni, Politik Hukum Agraria, Pustaka Bangsa Press, Kampus USU, 2006, Hal. 125. 
14

 Slamet suhartono, penggunaan tanah dan pembagian hasil tebu dalam rangka pelaksanaan tebu rakyat intensifikasi 

antara pabrik gula rejosari magetan dengan petani tebu, 1985, surabaya, fh airlangga 
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Hak iprioritasi adalahi haki imenguasaii tanahi dari negarai yang diberikani ikepada ipenduduki asli 

setempat. Berkenaani idengani munculnya ilidahi itanahi di tepi sungai dan ipantaii yang idikenal 

idengani istilah itanahi oloran, sampaii saat ini ibelumi diatur secara ieksplisiti atau tersurati dan iatau 

isecara irinci dalami suatu iperaturani perundang-undangani yang tertulis, tetapi dalam isimpulan dari 

iketentuani Pasali 33 ayati 3 UUDi 1945 dan iPasali 2 Undang-Undangi Pokoki Agrariai (UUPA) yang 

imenyatakani bahwa : atas dasar iketentuani Pasali 33 Ayati 3 Undang-Undangii Dasar 1945 dan ihal-hal 

sebagaii yang dimaksudi dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang iangkasa termasuk ikekayaan alami yang 

ada di dalamnyai itu pada tingkatani tertinggii dikuasai oleh Negara sebagai iorganisasii ikekuasaan 

seluruhi rakyat. 

Haki prioritasi pada ilidahi itanahi ini menuruti UUPAi seharusnyai digunakanii atau idimanfaatkan 

oleh penduduki asli yang sejaki awalnya sudah iterlebih dahulu iberdomisili di wilayah itersebut 

sehinggai tidak membuka kesempatani bagi warga yang berasal dari idomisili lain iuntuk 

memanfaatkani tanah tersebut. Mengenai istatus kepemilikani tanahi ini oleh pemerintahiimemfasilitasi 

imasyarakat untuk pengurusani dalam rangka mendapatkani sertifikat guna memperolehi status haki 

milik. 

Berdasarkan iPeraturan Pemerintahi yang memilikii keterkaitani tentang lidahi tanahi seperti 

uraiani diatasi adalahii Peraturanii Pemerintahii No. 16 Tahun 2004 tentangi Penatagunaani Tanahi Pasal 

12, menyatakan ;  

  "Tanah yang berasali dari tanah timbul atau lidah tanahi atau hasil reklamasii di wilayah 

perairani pantai, pasangi surut, rawa, danau, dan bekasi sungai dikuasai langsungi oleh negara."  

Artii katai dikuasaii olehi negarai pada Pasali 12, bukani berartii "menguasai" itu" imemiliki" karena 

Peruntukannyaii hanya untuk "kesejahteraan" dan "Kemakmuranii rakyat banyak" hal ini iitercermin 

dari UUD 1945. iPasal 33 ayat (3), menyatakan :  

  "Bumii dan air dan kekayaan alam yang iterkandung didalamnya idikuasai oleh negara dan 

idipergunakan untuk isebesar-besarnya ikemakmuran rakyat " 

Karenai itui sangatlahi jelas bahwa tanah-tanahi di seluruhi wilayahi Kesatuan Republiki Indonesia 

adalahi diperuntukkani bagii kemakmurani dan kesejahteraani seluruhi rakyat iindonesia  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1.  Lidahi tanahi yang munculi akibati endapani pantaii atau dapati juga dikatakani timbul 

(aanslibbing), karenai alam ini merupakani tanahi yang langsungi dapat dikuasaii oleh negarai dan 

dapati kita daftarkani sepertii halnya mendaftarkani tanahi pada umumnyai untuk ipertama 

ikalinya, yaitu idengan cara imendaftarkannya ke kantori agrariai (kantor ipertanahan 

kabupaten/kota). Jadi selamai pengaturani mengenaii tatai cara permohonani haki atas ilidah 

tanahi ini belumi diatur oleh iperaturan iperundang-undangan, maka kantor ipertanahan 

kabupateni atau kota bisa menggunakani hukumi adati yang ada di lingkungani masyarakat 

sekitar. 

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dilihat bahwa kantor pertanahan kabupaten ataupun kota 

dapat melakukan pengaturan mengenai pendaftaran tanah terutama lidah tanah (aanslibing) 

dengan adanya pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan 

peraturan pemerintah daerah. Dalam pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
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1997 disebutkan “pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang 

berkepentingan”. Pihak yang berkepentingan dalam ayat ini adalah pihak yang berhak atas 

bidang tanah yang bersangkutan atau kuasanya. 

2.  Aspek prioritas atau hak prioritas dalami menguasai tanahi dengan cara pendaftaran tanah ini 

sangat penting karena agar pemerintah dapat lebih tepat memberikan hak imilik. Menurut 

UUPA Hak prioritas pada lidah tanah ini seharusnya digunakan atau dimanfaatkan oleh 

penduduk asli yang sejak awalnya sudah terlebih dahulu berdomisili di wilayah tersebut 

sehingga tidak membuka kesempatan bagi warga yang berasal dari domisili lain untuk 

memanfaatkan tanah tersebut guna untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak atas tanah 

dan juga perlindungan hukumi terhadap yang menguasai lidah tanah saat ini. 

 

Saran 

1.  Didalam pemberian pelimpahan hak atas lidah tanah ini diharapkan pemerintah agar lebih 

tanggap dan lebih cermat dalam hal bagaimana tata cara perolehan serta pendaftaran hak atas 

lidah tanah ini. Hal ini agar dapa di cegah (preventif) timbulnya permasalahan atau sengketa 

pertanahan dikemudian hari dan diharapkan segera membentuk pengaturan yang jelas 

mengenai pengaturan pengadaan dan pendaftaran tanah ini serta mengenai pejabat yang 

berwenang melakukannya. 

2.  Mengingat  pentingnya peraturan mengenai lidah tanah ini kiranya pemerintah lebih tanggap 

dan segera dalam hal pembuatan peraturan atau undang-undang yang mengatur  tentang lidah 

tanah ini karena semakin berkembangnya zaman tanah ini semakin banyak bermunculan di tepi 

sungai dan pantai di daerah indonesia guna untuk mengatur penggunaan, pemanfaatan, 

pemilikan dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut . Semua ini bertujuan 

untuk menghindari konflik atau persengketaan tanah baik yang menyangkut kepemilikan 

maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya dan juga untuk menjamin 

kepastian hukum dan hak-hak atas tanah dan juga perlindungan hukum kepada yang 

menguasainya saat ini. 
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